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ABSTRAK

Tukar menukar adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain
atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketetentuan yang dibernarkan syara’
(hukum Islam). Permasalahan dalam praktik tukar menukar bibit padi berbeda
kualitas di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji Oku Selatan ini adalah adanya
selisih antara kedua objek yang ditukar satu sama lain, pelaksanaan tukar menukar
tesebut secara tradisional yaitu berupa bentuk kalengan, tetapi berbeda kualitas
dan takaran yang di tukar masih menggunakan secara serampangan tanpa
ditimbang dan di takar terlebih dahulu, sehingga dapat memunculkan indikasi
adanya unsur-unsur riba, karena ketidakjelasan takaran dalam transaksi tukar
menukar tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tukar
menukar bibit padi berbeda kualitas di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji,
Oku Selatan ? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tukar
menukar bibit padi berbeda kualitas di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji,
Oku Selatan ?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tukar menukar bibit
padi berbeda kualitas di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan dan
mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik tukar menukar bibit padi
berbeda kualitas di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif analitis untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta
fenomena yang berlaku saat ini dengan upaya mendeskripsikan, mencatat,
menganalisa, dan menginterprestasikan mengenai praktek tukar menukar bibit
padi berbeda kualitas. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan
dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan, bahwa praktik tukar
menukar bibit padi yang dilakukan di desa Sukabumi Kecamatan Tiga dihaji, Oku
Selatan dilakukan secara tradisional yaitu berupa bentuk kalengan, tetapi objek
tukarannya berbeda kualitas. Proses tukar menukar bibit padi yang dilakukan di
desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan ini tidak memenuhi syarat-
syarat jual beli (tukar menukar) dan prinsip-prinsip bermuamalah yang telah di
tetapkan didalam hukum Islam. Adanya unsur Riba (Riba Fadl) sebab terdapat
selisih antara kualitas kedua objek tukar, Terdapat juga adanya unsur Gharar
(ketidak jelasan dalam tukar menukarnya), yaitu dalam segi kualitas bibit padi
yang berbeda dan takaranya yang ditukar menggunakan cara Serampangan,
Sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.
Maka dengan ini hukum Tukar menukar bibit padi yang dilakukan di desa
Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan tidak di perbolehkan dalam
hukum Islam.

Kata kunci: Tukar Menukar, Bibit Padi, Serampangan
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”’(Q.S An-Nisa [4]: 29)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa istilah yang
terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah Tinjauan
Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi
di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan). Adapun istilah-istilah
yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam
Tinjauan vyaitu hasil meninjau pandangan, pendapat sesudah
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. Hukum Islam menurut bahasa
adalah peraturan yang berdasarkan Al-Quran, Hadis dan hukum syara’.
Menurut istilah fikih adalah seperangkat norma hukum berdasarkan wahyu
Allah dan sunah, dan ijtihad seorang mujtahid.t
2. Tukar Menukar
Tukar menukar adalah sebuah kegiatan jual beli sebelum
ditemukannya uang sebagai alat transaksi. Tukar menukar dalam hukum
adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk
saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti barang

lainnya.?

1Said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Permadani, 2005), 6.
2Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1541



3. Bibit Padi
Bibit padi yang dimaksud adalah benih padi yang berbentuk bulir
gabah yang dihasilkan dengan cara khusus dengan tujuan untuk disemai atau
ditabur menjaditanaman yang pada akhirnya akan tumbuh dan dapat
menghasilkan untuk dipanen.
4. Berbeda Kualitas
Berbeda Kualitas yang dimaksud adalah adanya selisih antara objek
tukaran yaitu jenis bibit padi yang ditukar berbeda satu sama lain. Bibit padi
yang berbeda kualitas ini seperti jenis bibit padi bagus (unggul) di tukar

dengan jenis bibit padi biasa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat ditegaskan
bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana menurut
pandangan norma hukum berdasarkan wahyu Allah dan Sunah terhadap
transaksi tukar menukar bibit padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan yang berbeda kualitas.

B. Latar Belakang Masalah
Islam sebagai agama Rahmatan Lil’alamin sudah mengatur segala aspek
kehidupan manusia dengan kaidah-kaidah yang telah diterapkan Allah Swt dan
disampaikan oleh nabi Muhammad SAW. Islam juga tidak mengabaikan setiap
realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya, baik individu,
keluarga, masyarakat, negara, maupun umat manusia.*Mu’amalah adalah salah

satu dari bagian hukm Islam yang mengatur tentang hubungan secara langsung

31smail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia indonesia, 2012), 3.



dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mu’amalah
adalah peraturan peraturan Allah Swt yang diikuti dan ditaati dalam hidup
bermasyarakat untuk menjaga kepentingan hidup manusia.*

Kerjasama dengan sesama adalah dianjurkan menurut Islam. Setiap muslim
dianjurkan bekerja apapun selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan
syari’at Islam. Manusia diciptakan dengan sifat saling membutuhkan, antara
seseorang dan orang lainnya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk
menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanpa bantuan orang lain manusia tidak bisa
melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum.

Perbuatan hukum yang sering dilakukan manusia adalah dengan perjanjian.
Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau
beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan
suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan hukum itu mempunyai
akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.®

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak haruslah di dasarkan
kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan
isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak
bebas masing-masing pihak. Hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak
yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan
tidak mempunyai kekutan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1-2
5Chairuman Pasaribu dan Suhrawardib K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 1



Tukar Menukar dalam figh muamalah disebut dengan “al-bai” bentuk
mufrad dari kata “a/-buyuu” yang bearti tukar menukar suatu barang. Kata lain
dari al-bai sama artinya dengan kata al-mubaddah, at-tijarah, yaitu tukar menukar
suatu barang. Dengan demikian kata al-bai bearti jualan, tetapi sekaligus juga
bearti beli. Dapat disimpulkan bahwa tukar menukar adalah suatu perjanjian tukar
menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari
yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan
yang dibernarkan syara’ (hukum lIslam).®

Kegiatan muamalah di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU
Selatan. Sedikit berbeda pada sistem jual beli (tukar menukar) bibit padi pada
umumnya, sebab masyarakat disana memiliki sistem barter secara tradisional
yaitu berupa bentuk “kalengan”. Kalengan adalah sistem tukar menukar bibit padi
dengan bibit padi dengan menggunakan kaleng atau per-kaleng, namun jenis bibit
padi yang ditukar berbeda kualitas. Masalah dalam sistem penukaran ini adalah
adanya selisih antara kualitas dan ukuran berat antara kedua objek tukar. Sistem
tukar menukarnya yaitu berupa kalengan, takaran ditukar menggunakan cara
serampangan, tanpa ditimbang dan di takar terlebih dahulu, sehingga tidak ada
kepastian jumlah beratnya (kilogram), sehingga dapat memunculkan indikasi
adanya unsur-unsur riba, karena ketidakjelasan takaran dalam transaksi tukar
menukar (Gharar).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka saya tertarik untuk meneliti

sistem dan metode tersebut dalam judul penelitian skripsi “Tinjauan Hukum Islam

6Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam, (Bandar Lampung: Permata, Cet 1, 2016), 103



Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi di Desa
Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan)”
C. Fokus dan Sub-fokus
Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu
adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan
secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh Sebab itu, peneliti membatasi
permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai
Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda
Kualitas (Studi di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan).
Sub-fokus penelitian ini adalah:
1. Praktik tukar menukar bibit padi di desa sukabumi kecamatan tiga
dihaji, Oku selatan
2. Tukar menukar bibit padi dengan kualitas yang berbeda.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang
akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas di Desa
Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit
Padi Berbeda Kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU

Selatan?



E. Tujuan penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda
Kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar
Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga
Dihaji, OKU Selatan.

F. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritik
Adapun Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah:

a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan serta
masyarakat mengenai praktik Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas di Desa Sukabumi
Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.

b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi Peneliti,
pembaca, dan Masyarakat.

c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi
penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:



a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang
bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah
didapatnya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negri
Raden Intan Lampung.

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenubhi
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada

fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung.

G. Kajian terdahulu yang relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, dijelaskan beberapa penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya relavan dengan judul skripsi ini yaitu:

1.

Skripsi Muhammad Mukhlis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (Studi
Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)”. Penelitian yang berfokus
pada bagaimana praktik jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal,
yaitu jual beli bibit padi yang sudah di kepal dan siap jual hamun dengan
takaran yang serampangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan,
dengan hasil penelitian yaitu menurut hukum Islam hal ini tidak
diperbolehkan, sebeb tidak ada kepastian dalam takaran jual beli tersebut.’
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-
sama membahas tentang jual beli yang tidak jelas takaran ukuranya dan objek
penelitiannya sama yaitu berupa padi, yang menjadi perbedaannya adalah

lokasi penelitian di atas dan penelitian yang akan diteliti jelas berbeda, beda

"Muhammad Mukhlis “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih

Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)”
(Disertasi IAIN Raden Intan Bandar Lampung 2017)



lokasi penelitian, beda adat istiadat dapat menyebabkan perbedaan hasil
penelitian. Takaran ukur yang menjadi masalah pokok dalam penelitian di
atas maupun penelitian yang akan diteliti berbeda, penelitian ini
menggunakan sistem kepal (genggam) dalam takaran ukuranya dan bibit padi
sebagai objek spesifiknya, sedangakan penelitian yang akan diteliti
menggunakan cara tukar ‘“kalengan” yang mana objek spesifiknya berupa
bibit padi dengan perbedaan kualitas, dan takaran serampangan yang di takar
menggunakan ember.

2. Skripsi Keti Sangadah dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual
beli padi dengan sistem harga Urip (Studi kasus di desa Senon Kecamatan
Kemengkon)”. Penelitian yang berfokus pada masalah “harga Urip” yaitu
harga berjalan, penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli
berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi
pasaran padi. Dalam transaksi jual beli antara petani dan juragan padi tersebut
akadnya tidak jelas. Harga dan waktu pembayaran tidak ditentukan ketika
akad jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan hasil
penelitian yaitu dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga urip terdapat
syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga dan
terdapat unsur gharar. Maka praktik jual beli padi dengan sistem harga urip
tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.8Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang jual

beli yang tidak jelas takaran ukuranya dan terdapat unsur gharar, objek

8Keti Sangadah,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi
Kasus Di Desa Senon Kecamatan Kemengkon).Disertasi IAIN Purwokerto 2018



penelitiannya sama yaitu berupa padi, yang menjadi perbedaannya adalah
lokasi penelitian di atas dan penelitian yang akan diteliti jelas berbeda, beda
lokasi penelitian, beda adat istiadat dapat menyebabkan perbedaan hasil
penelitian. Takaran ukur yang menjadi masalah pokok dalam penelitian di
atas maupun penelitian yang akan diteliti berbeda, sedangkan penelitian ini
menggunakan padi siap jual namun dengan sistem jual ‘“harga urip”
sebagaimana dijelaskan di atas dan bibit padi sebagai objek spesifiknya,
sedangakan penelitian yang akan diteliti menggunakan cara tukar “kalengan”
yang mana objek spesifiknya berupa bibit padi dengan perbedaan kualitas,
dan takaran serampangan yang di takar menggunakan ember.

3. Skripsi Miftahul Umam yang berjudul “Jual beli padi dengan denggaman
dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di desa Turirejo Kecamatan
demak kabupaten Demak)”. Penelitian yang dilandasi oleh kebiasaan praktik
jual beli bibit padi dengan sistem genggam yang mana ukuran tangan setiap
orang tentu berbeda, jadi tidak ada kejelasan takaran ukur dalam jual beli
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakuakn di desa
Turirejo Kecamatan demak kabupaten Demak, dengan hasil penelitian yaitu
jual beli seperti ini diperbolehkan, sebeb dilihat dari segi objek, akad, dan
Khiyar sudah sesuai dengan syariat Islam, dan tangan yang terdapat di
Turirejo Kecamatan demak kabupaten Demak merupakan kebiasaan turun
temurun yang terjadi di masyarakat serta sudah berlangsung sejak

lama.°’Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu

SMiftahul Umam,Jual beli padi dengan denggaman dalam perspektif hukum Isalm (Studi Kasus di
desa Turirejo Kecamatan demak kabupaten Demak) Disertasi UIN Walisongo 2019
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sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak jelas takaran ukuranya dan
objek penelitiannya sama yaitu berupa padi, yang menjadi perbedaannya
adalah lokasi penelitian di atas dan penelitian yang akan diteliti jelas berbeda,
beda lokasi penelitian, beda adat istiadat dapat menyebabkan perbedaan hasil
penelitian. Takaran ukur yang menjadi masalah pokok dalam penelitian di
atas maupun penelitian yang akan diteliti berbeda, penelitian ini
menggunakan sistem genggam dalam takaran ukuranya dan bibit padi sebagai
objek spesifiknya, sedangakan penelitian yang akan diteliti menggunakan
cara tukar “kalengan” yang mana objek spesifiknya berupa bibit padi dengan
perbedaan kualitas, dan takaran serampangan yang di takar menggunakan
ember.
4. Metode penelitian
Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk
memeproleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang
terpenting sifat suatu barang atau jasa, hal ini yang terpenting dari sifat suatu
barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah
makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi

suatu pengembangan konsep teori.'°Penelitian ini termasuk penelitian

19Djaman satori, dan aan komariah, Metodologi penelitian. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 22
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lapangan (Field Research), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam
masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian
dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan
dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat
apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau
masyarakat.!! Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus
dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan
penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini telah berkecambuk
dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang
menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Juga dilakukan proses
penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi
informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya
yang terjadi dilapangan.'?Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai
Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda
Kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.

3.  Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila
peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan

datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang menjawab

1Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 54
2Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negri Raden Inten Lampung, 2015), 9
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atau merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sember data penelitian ini
terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber Data Primer adalah data yang didapat langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian
lapangan.**Dalam penelitian ini sumber data utama adalah para petani
yang melakukan transaksi tukar menukar bibit padi di Desa Sukabumi
Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.
b. Sumber Data Sekunder
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data
sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak
langsung dari objeknya, tetapi melalui sumberlain, baik lisan dan
maupun tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data
sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buku-buku literature,
pendukung, al-qur’an, hadis, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat
kaitannya dengan penelitian ini.
Populasi dan Sample
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

13Syratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Alfabeta ,2014), 53
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kesimpulan.*Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 30 orang
petani padi di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.
b. Sample
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara
tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap
serta dapat dianggap mewakili populasi.®®Adapun cara dalam
menentukan sample, penulis menggunakan cara Purposive Sampling
hal ini dilakukan dengan cara menggambil subjek didasarkan atas
adanya tujuan tertentu. Purpose sampling adalah teknik penentuan
sample yang dipandang mempunyai karakteristik tertentu maka
sebagian dan mewakili dalam hal ini hendaklah mencakup karakteristik
tersebut dari masing-masing karakteristik diambil sebagian kecil sesuai
dengan peraturan yang berlaku dalam besarnya sample.*®Untuk itu,
sample dalam penelitian ini adalah 10 orang petani yang terdiri dari
pihak penukar, pemberi tukaran, dan pihak yang tidak melakukan tukar
menukar.
5. Metode Penggumpulan Data
Dalam penleitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode yang

sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

4Muhamad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), 33

15Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014),
81

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatifdan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019),
198
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Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan
setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu
kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati
tentang peristiwa yang bersangkutan.!’Observasi juga digunakan
sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila
dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisioner.
Penulis melakukan observasi dengan cara menganati praktik Tukar
Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan
Tiga Dihaji, OKU Selatan.

Wawancara (Interview)

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan
permasalahan yang ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti,
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar atau kecil.
Dengan menyiapkan pertanyaan pertanyaan secara langsung kepada
para petani yang melakukan kegiatan tukar menukar bibit padi berbeda

kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.

"Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 57.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal
berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.'® Adapun
yang menjadi sumber buku utama penulis dalam pengumpulan data
skripsi ini adalah buku buku figh, Al-Quran, serta dokumen-dokumen
yang diperoleh serta jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan
skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan
sebagai berikut :
a. Pemeriksaan data atau (editing)

Teknik pemeriksaan data (Editing) dilakukan untuk mengurangi
kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini
dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah
benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.

b. Sistemasi data (sistematizing)

Sistemasi data (Sistematizing) menempatkan data, yang menurut
kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan
berdasarkan pokok masalah.

7. Metode Analisis Data
Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dilapangan, maka

selanjutnya data tersebut akan dianalisis oleh peneliti. Analisis data merupakan

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta,
2002), 110
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proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan
kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka dalam hal ini
peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan
menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data
yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang diteliti
dan terjadi dilapangan.

Metode berpikir, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu
sebuah metode suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal
khusus untuk menarik kesimpulan yang baru dan lebih umum. Melalui
metode ini diharapkan penarikan kesimpulan yang sifathya umum dapat
dilakukan dan melihat adanya fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus yang
terdapat di lapangan.*®

5. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokan ke dalam lima bab.
Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB | Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar
belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian peneitian terdahulu yang relevan, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

BAB Il Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang
Akad, Jual beli, dan Riba.

BAB 11l Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan

memaparkan tentang gambaran umum Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji,

Blbid ,.47



17

OKU Selatan, serta bagaimana praktik tukar menukar bibit padi berbeda
kualitas di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan
analisis tentang Bagiamana praktik tukar menukar bibit padi berbeda kualitas
di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan, Serta bagaimana
tinjauan hukum Islam tentang praktik tukar menukar bibit padi berbeda kualitas
di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup
dari hasil kesimpulan dari skripsi ini, serta adanya saran dan rekomendasi

sebagai keterangan tambahan.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Akad
1. Pengertian Akad
Akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pengertian akad
umumnya dikenal sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat
pada konsekuensi hukum tertentu.! Akad berarti suatu kesepakatan yang
bersadar pada penawaran dan penerimaan (ijab gabul) antara pihak-pihak
yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.
Pengertian akad secara etimologi antara lain berarti ikatan antara
dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi,
dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berartikan sambungan (al-
ugdah) dan janji (al-ahd).2

Secara terminologi akad yaitu sebagai berikut :

a. Menurut lbn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan
ijab dan gabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada
objeknya.

b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan
salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara’

pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

'Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, (Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 2000), 4.
2Rahmat Syafei, Figh Muamalah,(Jakarta : Pustaka Setia, 2001), 43.
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c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah penemuan ijab gabul sebagai
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu
akibat hukum pada objeknya.®

d. Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah
Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan
dengan prinsip syari’ah dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.*

e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, akad adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.®
Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,

seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti
jual beli, sewa menyewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan
penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan
penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan
berpengaruh pada sesuatu.

Adapun makna akad secara syar’i yaitu hubungan antara ijab dan
gabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai

pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam

3Syamsul Anwar, “Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Tarjih Wa Tajdid 9
(2007): 3

“pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

SPasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’
antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang
kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan gabul.®
Dasar Hukum Akad

Ada beberapa landasan dasar hukum mengenai akad yaitu sebagai
berikut :
a. Al-Qur’an

Dasar hukum akad terdapat didalam beberapa ayat Al-Qur’an,

yaitu sebagai berikut:
AT ot /502 f"}./".}o/ G, 4 e/‘ ¥ 4 /e 1 - 2,87 &0
O 330 &) Ly sl a38T Al g5 eat e U V) s D618 Y

(ve) Ysiza
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara-cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan
penuhilah janji; sesungguhnya janji itu diminta pertanggung
jawabannya”.(Q.S. Al-lIsra [17]: 34).

Berdasarkan ayat di atas mengidetifikasi bahwa Allah Swt
melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil
dalam konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya:
melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’
seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi
yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang

mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-

hal lain yang bias persamakan dengan itu.

5Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 17.
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b. Hadis
Hukum Akad jual beli juga dijelaskan pada hadis Rasulullah

SAW, yaitu sebagai berikut :

@

g &jww\y@\wm&@@sjde\;@f
Jast e S i o+ e SIuble 6
((SHy s = olyy)

Dari Rifa’ah ibnu Rafi” bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya:
Apakah profesi yang paling baik? Rusulullah menjawab: “Usaha
tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R Al-
Bazzar dan Al-Hakim).
3. Syarat dan Rukun Sahnya Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad:

a. Syarat-syarat akad tersebut meliputi :8
1) Para pihak yang membuat akad (‘agidain)

Para pihak yang membuat suatu akad atau juga disebut dengan
subjek akad. Subjek akad dapat berbentuk perorangan ataupun
dapat pula berbentuk badan hukum.

2) Pernyataan kehendak para pihak (shighat ‘aqd)

Shighat akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan

atau pernyataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak.

Dalam ijab gabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi,

ulama figh menuliskannya sebagai berikut :

"Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asgolani, Bulughul Maram, (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-
Tauzi’. Tth.), 165
80ni Sahroni, Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 97.
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a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Misalnya
dengan lafadz :“aku serahkan benda ini kepadamu untuk
sbeuah hadiah pemberian”.

b) Adanya kesesuaian antara ijab dan gabul.

c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara
kedua belah pihak.

d) Tidak dengan cara terpaksa dan tidak karena di ancam atau di
takut-takuti melainkan karena kemauan sendiri.

3) Objek akad (mahallul ‘aqd)
Objek akad adalah suatu benda atau barang yang menjadi
objek yang diakadkan. Syarat objek akad, yaitu :°

a) Halal menurut syara’.

b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).

c) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.

d) Dapat diserah terimakan (benda dalam kekuasaan).

4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’

b. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan
merupakan esensi dalam setiap kontrak.'® Rukun akad tersebut adalah:
1) ‘Aqgid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak

terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang,

misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-

masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan

9Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia, (Jakarta :
Kencana, 2006), 17.
ONurhayati, Figh dan Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 125
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sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang,
seseorang Yyang berakad terkadang merupakan wakil dari yang
memiliki hak.

2) Objek Akad (Ma’qud ‘alaih) ialah suatu benda atau barang yang
menjadi objek yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual
dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad
gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3) Tujuan Akad (Maudhu al ‘agd) ialah tujuan atau maksud pokok
mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok
akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan
barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan
akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang
diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (‘iwadh). Tujuan
pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya
pengganti. Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari
seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

4) Shighat al’aqd ialah ijab dan gabul, ijab ialah permulaan penjelasan
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah
perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan
setelah adanya ijab. Hal hal yang harus diperhatikan dalam shighat

al’Aqd ialah :'!

Ysohari Sahrani, Figh Muamalah, (Bogor: Ghaila Indah, 2011), 43.
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Shighat al’aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab
gabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian,
misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat
tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan
pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai
pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya
ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau
sebagai pemberian.

Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara
yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya
seseorang berkata, “Aku serahkan bebda ini kepadamu sebagai
titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima
benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpang siuran
dalam ijab dan gabul akan menimbulkan persengketaan yang
dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan ishlah
di antara manusia.

Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang
bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ditakut-takuti

oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.
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4. Macam-Macam Akad
Dalam Kkitab-kitab figh terdapat banyak bentuk akad yang
kemudian dapat dikelompokkan beberapa dalam variasi jenis-jenis akad,

di antaranya yaitu :?

a. ‘Agad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan
akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan
tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. ‘Agad Mu’alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya
pembayaran.

c. ‘Agad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat
syarat-syarat mengenai  penanggulangan pelaksanaan  akad,
pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang
ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi
belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah
ditentukan.

Selain akad munjiz, mu’alag, dan mudhaf, macam-macam akad
beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada
perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:*®

a. Ada dan tidaknya gismah pada akad, maka akad terbagi dua bagian :

2Hendi Suhandi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.
Blbid,. 48.
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1) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara’ dan
telah ada hukum-hukumya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.

2) Akad ghair musammah ialah akad yang belum ditetapkan oleh
syara’ dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

b. Disyari’atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi
dua bagian :

1) Akad musyara’ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara’
seperti gadai dan jual beli.

2) Akad mamnu’ah ialah akad-akad yang dilarang syara’ seperti
menjual anak binatang dalam perut induknya.

c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi
dua:

1) Akad shahihah, yaitu akad-akad yang mencukupi
persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang
umum.

2) Akad fasihah, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena
kurang salah satu syarat syaratnya, baik syarat umum maupun
syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua :
1) Akad ‘ainiyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan

barang-barang seperti jual beli.
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2) Akad ghair’ainiyah, yaitu akad yang tidak disertai dengan
penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-
barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah

e. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua
bagian:

1) Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari
penghalang-penghalang akad.

2) Akad mauqufah vyaitu akad-akad yang bertalian dengan
persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku
setelah disetujui pemilik harta).

f. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

1) Akad Tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong
dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala
dari Allah Swt, sama sekali tidak ada unsur mencari motif.

2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan
mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah
dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini
adalah: Murabahah, Salam, Istishna™ dan ljarah Muntahiya
bittamilk serta Mudarabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi
lain akad tijari (compensational contrac) adalah segala macam
perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini
dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu

bersifat komersial.
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g. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis :

1) Akad sahih, (Valid Contrac) yaitu akan yang memenuhi semua
rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang
misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga
(uang) dari pembeli kepada penjual.

2) Akad Faid (Voidable Contract), yaitu akad yang semua rukunnya
terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi
perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan
harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha
untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat
hukumnya adalah Mawquf  (berhenti dan bertahan untuk
sementara)

3) Akad Bathal (Void Contract) yaitu akad di mana salah satu
rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak
terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum
perpindahan harta (harga atau uang) dan benda kepada kedua belah
pihak.

5. Sah dan Batalnya Akad
Meskipun sudah terbentuk akad, tetapi belum menjadi sah,apabila
belum memenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu :14
a. Bebas dari gharar.
b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan

c. Bebas dari syarat-syarat fasid.

141smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 56.
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Bebas dari riba untuk akad atas beban.

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat

hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunyaakibat

hukum akad, yaitu :

a.

b.

Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek).
Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut

dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak

terpenuhi. Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan

itudibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu :

a.

b.

Akad batil

Akad fasid

Akad maukuf

Akad nafiz gair lazim.
Akad nafiz lazim.

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dankeabsahan

sebagaimana tersebut diatas dibedakan menjadi duagolongan pokok, yaitu:

a.

b.

Akad yang tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad fasid.

Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad
nafidzgair lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat
hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak

atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad
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nafidz lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya
dan telah mengikat penuh).
6. Berakhirnya Akad
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila

barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi

milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad
dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.*®

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila
terjadi fasakh (pembatalan), atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi
dengan sebab-sebab sebagai berikut :*6

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan
syara’, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar syart, khiyar ‘aib, khiyar
Ru’yah maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad
atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad,
maka akadnya telah fasakh.

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini
disebut igalah. Igalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah

pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.

15Gelama Dewi, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 94.
161bid., 99.
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d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak
dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar
pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan, bahwa ia menjual
barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo
seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal.
Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar,
akadberlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan
menjadi rusak (batal).

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa
berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

g. Karena kematian

7. Manfaat dan Hikmah dalam Berakad
Berakad dengan sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau
kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad,
hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut :’
a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam
bertransaksi atau memiliki sesuatu.
b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan
suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syari.
c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikian sesuatu,

d. sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinnya.

YPanji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 128
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B. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (etimologi)
maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi)

berarti:

s ool by o A A
“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (vang lain).”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba’i, al
tijarah, dan al mubadalah, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:
AR (RN ]

(Y4) 555 ]
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, “.(Q.S.
Fathir [35]: 29).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada
yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang
dibenarkan syara’ (hukum lIslam).18

Secara terminologi figh jual beli disebut dengan al-ba i yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Lafaz al-ba’i dalam terminologi figh terkadang dipakai untuk pengertian

lawannya, yaitu lafaz al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian,

18A, Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indoneia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis,
(Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 104.
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al-ba’i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-ba’i) secara definisi yaitu

tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu

yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Para ulama berbeda
pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali
Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus
dan artiumum. Definisi dalam arti umum vyaitu: jual beli adalah
menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan
semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam
menurut cara yang khusus.*®

b. Menurut Sayid Syabig, jual beli adalah tukar menukar harta dengan
jalan suka sama suka (an-tarodin). Atau memindahkan kepemilikan
dengan adanya penggantian, dengan perinsip tidak melanggar
syari’ah.?

c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, al-ba’i adalah jual
beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda
dengan barang.?*

d. Menurut Imam Syafi’i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya,

praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan

19 Abdurrahman Al-Jazairy, Khitabul Figh Alal Madzhib al-Arba’ah, Juz Il, (Beirut: Darul Kutub
Al-llmiah, 1990), 134

20Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah,Cet ke 1, 2010), 175

211bid,.126
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keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual
beli barang yang diperbolehkan.

e. Menurut ulama Malikiyah jual beli terbagi menjadi dua yaitu khusus
dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.
Sedangkan jual beli dalam arti umum vyaitu ikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang
memiliki daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak,
bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang
baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang
sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.??
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama figh di atas

maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar

barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam
pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau
lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu
perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan
pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli

memindahkan miliknya (uang) pada penjual.

22 Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam
Transaksi Bisnis Modern,” Al-"Adalah 12, no. 3 (2015): 647-62
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Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mua’amalah mempunyai dasar hukum
yang jelas, baik dari Al-Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi ljma’
ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli hanya sekedar mu’amalah,
akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk
saling tolong menolong sesama manusia.?®
a. Dasar dalam Al-Qur’an

1) Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 275

sl e Bt kg o a0k W) Oa Y a5 )
PR IS g e (I PR R A L N R AT
ol 1346 e 2is 0 0y 5% Gl U 4 450 5 s Tl
(Yvo) Sy 14 5 3

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.”(Q.S. Al-Bagarah [2]: 275)

Berdasarkan ayat di atas jelas diterangkan bahwasannya
Allah Swt. Menghalalkan segala macam jual beli, namun melarang
Riba, dan barang siapa yang melakukan riba dalam jual beli, maka

mereka temasuk orang-orang yang kekal di neraka. Sebenarnya

ZJbid., 22.
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dalam ayat di atas jelas sudah bahwa dasar hukum jual beli adalah
halal, namun bisa menjadi haram bila ada riba dalam teransaksi jual
beli tersebut.
2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29
o 5% 6% of ¥y Jedy S s WlE T sl i
(va) w,ri Bltge u\;iﬁi\\jtb‘ﬂj;i.ﬁupp
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
Maha Penyayang Kepadamu”(Q.S An-Nisa [4]: 29).

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan
memakan harta yang berada di tengah mereka dengan bathil itu
mengandung makna larangan melakukan transaksi atau
perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada
kesuksesan, bahkan mengantarkanya kepada kebejatan dan
kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang

mengandung penipuan, dan lain-lain.?*

3) Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 198
B 15536 B 3 Ll 55 35 5 b 1A of i 1S o

(VAA) Galllal fod ol 3 2705 28108 WS 33505 31 22401 s

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
'‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu

24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 41
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benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.(Q.S Al-Bagarah
[2]: 198)

Berdasarkan ayat di atas diterangkan bahwa Allah Swit.
Memerintah kita untuk senantiasa mengimbangi (antara berniaga
dan ibadah) hal ini agar kita senantiasa ingat bahwa melakukan jual
beli sangat rentan terhadap godaan setan yang selalu inggin
mengajak kita ke jalan kemunggkaran.

Dasar dalam Al-Sunnah

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas, terdapat juga
hadis Nabi yang berkenaan tentang jual beli, diantaranya hadis
yang di riwayatkan Bazzar dan Hakim menyahihkannya dari

Rifa'ah bin Rafi'. la berkata:

(,.lM A.ik/p’“‘ul,as,ﬂu‘ ”/”\&@Cejd:\.c\.e)f
Ci&f}?jcgg\{g‘_};j}\i};& wa\vmﬁ\fj (el
2%((5&\ it o5 S 155 ) o

“Dari Rifa’ah bin Rafi* radhiyallahu’anhu, bahwa Nabi
shallallahu,, alaihi wasallam ditanya: “Apakah pekerjaan yang
paling baik/afdhol?” ia menjawab: ’Pekerjaan seorang laki-laki
dengan tangannya sendiri atau hasil jerih payah sendiri), dan
setiap jual beli yang mabrur”(H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih
menurut Hakim)

Berdasarkan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa usaha
yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya,

serta usaha dari tangannya sendiri. Hasil pekerjaan yang dicintai

2 Al-shon'ani, Subulus Salam Jilid 111: diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-

Ikhlas, 1995), 14
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Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya
sendiri dan bergadang dengan jujur. Dalam hadis Nabi tersebut
dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan
adanya catatan "mabrur”, yang secara umum diatrikan atas dasar
suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan

orang lain2®

° -

des e Lo & J325 06 s o 55 A o 2

%
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Sesunggunya jual beli itu sah dengan suka sama suka.”(H.R Ibnu
Majah)
Dalam jual beli sangat dibutuhkan saling rela (keridhaan) dari
kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan
memiliki atau cara lain yang menunjukan keridhaan dan berdasarkan

kepemilikan.?Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka

antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.?®

c. Ijma
Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,

% Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003),194

2"1bnu Hajar Al-Asgolani , Bulugul Marom Min Adilati Al-Ahkam, (Jakarta: Dar-Al-Kutub), 17

28Sayyid Sabig, Figh Sunnah Jilid IV, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara,1993), 49

2 Muhammad Lukman, Al-Shalafi, Tuhfat Al—Kiram Syah Bulugh Al-Maram (Riyadh: Dar Al-
Da’i), 645.
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tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang
milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan
barang lainnya yang sesuai.

Sementara legitimasi dari ijma’ adalah ijma 'ulama dari berbagai
kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan
dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui sistem
barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi
legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam
pelaksanaanya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat
merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga
ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

Pasal 56-115.%°

Rukun dan Syarat Jual Beli
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak
penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan
hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.3!
a. Rukun Jual beli
1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang
yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual

haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

3Imam Mustofa, Figh Muamalah kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 25.
31Ja’far, Hukum Perdata Islam....., 104-110.
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2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan

hartanya (uangnya).

3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’

untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

4) Shighat (ijab gabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan

pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan

barang lisan maupun tulisan.

b. Syarat sahnya Jual beli.

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi

Syarat-syarat sebagai berikut:

a)

b)

Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang
terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak
tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya
bahwa dalam melakukan sutau tekanan atau paksaan kepada
pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan
transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh
karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak
sendiri adalah tidak sah.

Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang
mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang

orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut
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hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak,
artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan
hukum meskipun hukum tersebut menyang-kut kepentingan
semata.

d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (figh), dikatakan baligh
(dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki
dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh
karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil
adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah
dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia
belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum
bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa
anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual
beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai
tinggi.

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab
terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang
diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang
digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang

diharamkan.
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d)

f)
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Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan,
maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat
relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan
sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat
dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan,
buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya
misalnya lukisan, kali grafi, hiasan rumah dan lain-lain.
Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang
melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan
perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah
barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah
barang tersebut.

Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan,
maksud disini bahwa barang atau benda yang di perjual
belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual
dan pembeli).

Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui,
artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan
dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-
ukuran lainnya.

Barang atau benda tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa

barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan
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atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah
ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

3) Lafaz (ijab gabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran
kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab
gabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:?

a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli,
maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah
penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.

b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan
kabul.

c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.

d) ljab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa
pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta
tidak menimbulkan pemahaman lain.

e) ljab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat
macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

32 Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam,” Jurnal
AL-’Adalah 12, No. 3 (1992): 479-92.
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Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli
dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian
barangnya diantar belakangan.
b. Jual beli mugayadhah (barteran)
Jual beli mugayadhah adalah jual beli barang dengan cara menukar
barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
c. Jual beli muthlag
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah
disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang
yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya,
seperti uang perak dengan uang emas. Berdasarkan segi harga, jual
beli dibagi pula menjadi empat bagian:*
1) Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah).
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan
harga aslinya (at-tauliyah).
3) Jual beli rugi (al-khasarah).
4) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga
aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli
seperti inilah yang berkembang sekarang.

e. Jual beli kontan

33Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.
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Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya
dilakukan secara tunai.
f.  Jual beli kredit
Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarnya tidak
dilakukan secara tuani, tetapi dengan cara mengangsur.
g. Jual beli lelang
Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang
banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.3
5. Jual Beli Yang Dilarang
a. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan
dan penghianatan. Secara bahasa Gharar bearti bahaya (al-khathar)
cenderung pada kerusakan (al-ta ridh lilhalak), penipuan (al-khida’),
ketidakjelasan (al-jahalah). Gharar artinya keraguan, tipuan atau
tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.*® Para ulama
fikih mengemukakan beberapa defenisi gharar :*
1) Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang
tidak di ketahui dengan tegas, apakah efek akad telaksana atau
tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air

(tambak).

1bid., 131

35M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), 147

361hid.,147-148
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2) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Mengatakan, bahwa gharar adalah
suatu objek akad yang tidak mampu di serahkan, baik objek itu
ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

3) Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah
satu pihak yang berakad tentangapa yang menjadi akad tersebut.

Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan
dan spekulasi seperti dalam judi. Gharar ini dapat terjadi karena ada
keraguan mengenai bendanya atau tidak jelasnya karakteristik dari
benda tersebut. Dengan demikian, gharar bisa terjadi pada kuantitas,
kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. Menurut ulama fikih
bentuk-bentuk Jual beli gharar yang dilarang:*’

1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad
pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun
belum ada.

2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan
penjual. Apabila barang yang sudah di beli dari orang lain belum
diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual
barang itu kepada pembeli.

3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda
yang dijual.

4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.

5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar

¥\bid., 148-149
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6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahaan objek akad

7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau
lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan
bentuk trasanksi nama yang dipilih waktu terjadi akad

8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang
berbeda dalam satu transaksi.

. Jual beli mulagih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa

hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan

betina.

. Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih didalam perut

induknya.

. Jual beli muhaqgolah adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di

tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

. Jual beli munabadzah adalah tukar menukar kurma basah dengan

kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering

dengan alat ukur takaran.

. Jual beli mukhabarah adalah muamalah dengan penggunaan tanah

dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

. Jual beli tsunaya adalah jualbeli dengan harga tertentu sedangkan

barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan

pengecualian yang tidak jelas.

. Jual beli ‘asbal-fahl adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan

untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
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i. Jual beli munabadzah adalah jual beli dengan melemparkan apa yang
ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari
barang yang dijadikan objek jual beli.

j. Jual beli urban adalah jual beli atas suatu barang dengan harga
tertentu, dimana pembeli membrikan uang muka dengan catatan
bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga
yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk
penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

k. Jual beli talki rukban adalah jual beli setelah pembeli datang
menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui
harganya.

I. Jual beli musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat putting
susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar
harganya lebih tinggi.

m.Jual beli shubrah adalah jual beliyang ditumpuk yang mana bagian
luar terlihat lebih baik dari bagian dalam

n. Jual beli najasy adalah jual beli barang bersifat pura-pura dimana si
pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi
untukmenipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang

tinggi.®

%Hariman Surya Siregar dan koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementa,
(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), 111
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6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli
antara lain:3®

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada
dengan jalan suka sama suka.

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta
yang diperoleh dengan cara batil.

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa
karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha
terhadap anugerah Allah Swt.

f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara
penjual dan pembeli.

7. Prinsip-prinsip Muamalah
Terdapat prinsip-prinsip muamalah yang berada pada etika

(adabiyah), yaitu bagaimana transaksi dapat dilakukan. Prinsip-prinsip

pada dasarnya menghendaki agar setiap prosesi transaksi tidak

merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau hannya
menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain

sebagai berikut:

39Ja’far, Hukum Perdata Islam...., 121.
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a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang
melakukan transaksi, kecuali transaksi itu ternyata melanggar
syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud Surah Al-Isra’ ayat 34,
yang memerintahkan orang-orang mu’min supaya memenuhi akad
atau jual belinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu

transaksi.*°

$a 5%
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“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan

cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah

janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
Jjawabnya”.(Q.S Al-Isra’[17]: 34)

Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah di
atas menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi muamalah pada
dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama
(mudharabah dan musyarakah), wakalah, dan lain-lain kecuali yang
secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan,
riba dan mengarah kepada perjudian.

b. Butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang serta dilaksanakan
oleh kedua belah pihak secara bebas dengan penuh tanggung jawab,

selama tidak bertentangan dengan syariat dan adat setempat.

40Nurfaizal, “Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbangkan
Syari’ah”, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1, 2013, UIN Suska Riau, 194 30 H
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c. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau
intimidasi dari pihak manapun.

d. Pembuat hukum (syar i) mewajibkan setiap perencanaan transaksi dan
pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk
penipuan, kecurangan, penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang
tertipuatau yang dicurigai diberi hak khiyar (kebebasan memilih untuk
melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

e. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara’
pada ‘urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya artinya
peranan ini atau adat kebiasaan dengan bidang transaksi sangat
menentukan selama syarat tidak menentukan lain oleh sebab itu ada
yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara’ yang berkaitan
dengan masalah keduniaan, jual beli, pinjam meminjam, sewa-
menyewa.*!

Inti dari kelima prinsip di atas merupakan suatu transaksi yang
melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak yang melakukannya
dilakukan secara bebas, bertanggung jawab dalam menentukan bentuk
masing atas kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat yang
baik dan kejujuran serta memenuhi syarat yang sudah biasa dilakukan.
Selain prinsip di atas terdapat prinsip-prinsip muamalah yang lain yaitu:
a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan terhadap suatu hal

4A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Figh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalama Menyelesaikan Masalah
yang Praktis, (Jakarta: Kencana,2011), 30
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(baik memenangkan/memberikan ataupun menjatuhkan) sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang belaku, adil asal katanya dari
bahasa arab “adala”, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah
adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah
zhalim (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Dalam prinsip
keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai
dengan nilai tukar secara proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga
tidak terlalu rendah, bahkan diharapkan memiliki setandar yang pasti
dari nilai produksi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian
konsumen mendapat harga secara adil, dalam adil secara proposional.
Dalam persepektif Islam, pada dasarnya dalam sebuah perniagaan
mengambil keuntungan berapapun tidak dibatasi, asalkan terdapat
adanya unsur kerelaan yang telah terpenuhi. Berkenaan dengan
masalah keadilan, nash-nash dalam Al-Qur’an yang menyebutkan
tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk
perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu
tertentu.*?
. Tidak ada unsur riba dan gharar

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi
jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan
dengan prinsip muamlah dalam Islam. Mengenai hal ini, sesuai

dengan firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum [30] ayat 39:

A, Kadir, Hukum Bisnis Syari‘ah Dalam Al-Qur ‘an, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 76
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“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia
bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak
menambahpada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa
zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya) "*3(Q.S Ar-Rum [30]: 39)
Beberapa ulama memberi pengertiam terhadap gharar ini
sebagai berikut. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi
disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak
(penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh
masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di
lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi
Islam, baik Riba dan Gharar menyalahi keetisan dalam bertransaksi.
1) Menurut Sayyid Sabiqg, gharar ialah semua jenis jual beli yang
mengandung ketidakjelasan (Jahalah), spekulasi (mukhatharoh)
dan atau mengandung taruhan (quumar).*

2) Menurut Al-Shan’ani, gharar ini memiliki beberapa bentuk, yaitu
narang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang

tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak

memiliki.

43pDepartemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 326
4gayyid Sabig, Fikih Al-Sunnah Jilid 12, (Bandung: Alma’arif, 1997), 20
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3) Menurut Al- Zarga, gharar adalah menjual sesuatu yang

diragukan keberadaan dan spesifikasinya.*®

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi, riba (al-riba) berarti tambahan (al-ziyadah), Di

samping itu, al-riba secara bahasa juga berarti tumbuh (al-numu),

meningkat/menjadi tinggi (al-‘uluw), dan menjulang dan bertambah

(alrima). Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari

sesuatu yang diutangkan.*®Menurut bahasa, riba memiliki pengertian, yaitu:

a)

b)

d)

Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta
tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah
membuangakan harta uang atau yang lainya yang dipinjamkan kepada
orang lain.

Berlebih atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut al-
Malik yaitu akad yang terjadi atas penukaran tertentu yang tidak
diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’ ketika berakad atau
mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduannya.
Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah
akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama

atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Imam

41pid., 167
46Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 59
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Malik di dalam kitab al-Muwatta’ menjelaskan bahwa riba terjadi
ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang
kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu.

Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan menambah besarnya

utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks

ini, riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.

Pengetahuan riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih
Muhammad Al-Sulthan adalah penambahan (melebihkan) harta ribawi yang
sejenis yang dipertukarkan dan adanya penangguhan penguasaan terhadap
benda yang wajib dikuasai (algabdh).

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah
akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak
menurut aturan syara ‘atau terlambat salah satunya.

Menurut Syeikh Muhammad Abduh Riba adalah penambahan-
penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang
yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran
oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Menurut Al-Malik Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran
barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut
syara, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau
salah satu dari keduanya.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba

adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam
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transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan
waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang
mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi
pokok pinjaman karena berjalannya waktu(nasi ‘ah).*’

Dalam Al-Qur'an, kata “ar-riba” beserta berbagai bentuk derivasinya
disebut sebanyak dua puluh kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu
sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur’an dengan bermacam-macam arti,
seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar
dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti
bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba
adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi
salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Para ulama sepakat bahwa
riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan
cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih
mengutamakan keuntungan diri sendiri dengn mengorbankan orang lain.
Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan
miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam
mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena banyak
dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari
praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan

kemaslahatan manusia

4"Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), 58
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2. Dasar Hukum Riba
1) Al-Qur’an
Dalam pengharaman riba ada sebab-sebab kenapa riba di
haramkan. Salah satunya karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau
mengharamkan riba. Terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan

diharamkanya riba baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis.
(vve) b 25 i oy

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ”(Q.S

Al-Bagarah : 275)

Dalam Al-Qur’an Surat Al Imran ayat 130
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(V) Osidad (SIS A 158505 ALt Bl G 156 Y 15T )1 TG

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan”(Q.S Al Imran [3]: 130)

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 39
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“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada
sisi Allah.dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu
maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat
demikian)  ltulah  orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya)”.(Q.S Ar-Rum [30]: 39)
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2) Hadis

Dasar hukum riba dalam hadis:

IS ”w’/u;\yp;/w:»\yw\d ;,:JJ\UBU&
48(",”933

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa
Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba,penulisnya, dan
dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." (Riwayat
Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).
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Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Emas dengan emas,
perak dengn perak, burr dengan burr, gandum dengan gandum,
kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang
sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda
(ukuranya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR Muslim).
3. Macam-Macam Riba

Menurut sebagian ulama riba di bagi menjadi empat macam
antara yaitu riba fadl, gardh, yad dan nasi’ah. Juga menurut sebagian
ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagia, yaitu fadl, nasi’ah dan yad,
riba gardh dikategorikan sebagai riba nasi’'ah. Mayoritas Fugaha (ahli

figh) seperti mazhab Hanafi membagi riba menjadi dua, yaitu fadl dan

nasi’ah. Adapun ulama mazhab Syafi’i membaginya menjadi tiga

48 Isnaini Harahap, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta:Kencana, Cet-2, 2017), 190
49Al-Shonani, Subulus Salam Jilid 1 : Diterjemahkan oleh Muhammad Isnain, (Jakarta: Darus
Sunnah, 2007), 398
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yaitu, fadl, nasi’ah dan yad.>® Berikut penjelasan lengakap dari

macam-macam riba;

a.

Riba Fadl

Menurut jumhur ulama riba fadl sama halnya dengan riba
ba’l (Riba jual beli). Riba fadl ialah berlebih dari salah satu
pertukaran yang diperjualbelikan (tukar menukar). Bila yang
diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-
barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang
yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang
ditukar.™*

Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda ‘“‘janganl/ah
kalian menjual satu dirham dengan dua dirhamsesungguhnya
saya takut terhadap kalian dengan rima, danrima artinya riba”.
Keharaman riba fadhl, tidak ada perbedaan antara empat Imam
mazhab tentang haramnya riba al fadhl, ada yang mengatakan
bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya
Abdullah bin Mas’udnamun ada nukilan riwayat bahwa beliau
sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Dalil

pengharamannya adalah sabda Rasulullah SAW:

50 Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif, (Jakarta:
Pt. Raja Grafindo, 1997), 190.

*bid., 12
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Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak
dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung,
kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus
dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan
atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan
denga riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).”
(HR. Muslim).

Arti hadis ini adalah bahwa jika manusia memerlukan
pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh
melakukannya dengan salah satu dengan dua cara: Pertama,
mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada
kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima
sebelum berpisah. Kedua, seseorang menjual barangnya secara
tunai tanpa ada penangguhan sama sekali.>

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, para ulama telah
menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum,
tepung, kurma dan garam) termasuk komoditi ribawi. Barang
tersebut dapat diperjual-belikan dengan sistem barter asalkan
memenuhi syarat yaitu transaksi harus dilakukan secara tunai dan

barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan

takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

52 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillahuhu, Jilid 2, Terj. Abdul Hayyir al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 25

53Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figh Islam, (Jakarta: PT.
Raja. Grafindo Persada, 2011), 218-219
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Riba Nasi’ah

Riba nasi’ah menurut mazhab Syafi’i berarti perjanjian
utang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu
pelunasan utang, tanpa ada imbalan. Sedangkan hanafiyah
mendefinisikan sebagai penambahan sebagai waktu penambahan
barang, dan penambahan barang pada utang penukaran dua
barang yang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang. Riba
nasiah yaitu riba (tambahan) tambahan yang terjadi akibat
pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang
yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis maupun dua
jenis dengan menunda salah satu barang yang dipertukarkan atau
kedua-duannya. Misalnya, si A menawarkan kepada si B untuk
membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan
memberikan tambahan.
Riba Qardh

Riba gardh adalah riba yang terjadi karena adanya proses
utang piurtang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan
(bunga) dari orang yang meminjam atau Yyang berhutang.
Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) kemudian diaharuskan membayarnya Rp.
110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap bentuk
transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.

Riba Yad
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Riba Yad adalah jual beli dengan menunda penyerahan
kedua barang menyerahkan salah satu barang tetapi tanpa
menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah barang
yang tidak sejenis misalnya gandum dengan jelas dan tanpa
penyerahan barang di majelis akad.

Berdasarkan penjelasan macam-macam riba di atas,
kesemuanya merupakan tambahan yang tidak diperbolehkan oleh
agama Islam sebagai bentuk keuntungan yang sepihak dari pihak-
pihak yang berakad, baik itu dalam bentuk jual beli maupun utang
piutang.

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan
sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan
terdapat hikmahnya baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika
Islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara, tentu terdapat
kemudharatan perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam
kehidupan umat Islam menunjukkkan bahwa riab pati berdampak
tidak baik (negatif) bagi umat sendiri. Sayyid Sabiq menyebutkan ada
beberapa hikman diharamkanya riba, antara lain:>*
a. Adanya riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu

dan dapat menghilangkan sikap tolong menolong sesama umat.

54 Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Perbedaan Jual Beli dan Riba, (Jakarta: Pustaka Al-
Kausar, 1997), 44
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Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial antara
orang yang kaya dengan orang yang miskin.

Riba dapat menumbuhkan mental yang boros dan malas, ia ingin
mendapatkan harta yang melimpah tetapi tidak mau bekerja keras.
Riba merupakan bentuk penjajahan ekonomi terhadap orang tidak
mampu (miskin), dikarenakan orang tidak mampu harus bekerja
keras untuk melunasi hutangnya dan riba tersebut yang dipungut
orang kaya, padahal orang tidak mampu (miskin) untuk dalam
memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah kesulitan.

Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang mana selalu
menganjurkan untuk bersedekah dan berzakat sebagai bentuk dari

rasa syukur dan mengharap keridhaan Allah .
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